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Pengadilan Agama Solok 
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TAHUN 2022 



Manajemen Peradilan 
 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Pengadilan Agama Solok 

telah menerbitkan SK 

Tentang Susunana Majelis 

Hakim Pengadilan Agama 

Solok tahun 2021, namun 

belum memuat Majelis 

Hakim yang menangani 

Perkara Ekonomo Syariah 

 

REKOMENDASI 

• Agar dipenuhi 

sebagaimana mestinya. 

 

• PA Solok telah memuat 

Majelis Hakim yang 

menangani Perkara 

Ekonomi Syariah 

 

2 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Pengadilan Agama Solok 

telah melaksanakan 

pemilihan Agen 

Perubahan sesuai dengan 

ketentuan, namun banner  

Agen Perubahan masih 

tertulis Agen Perubahan 

tahun 2021 

 

REKOMENDASI 

• Untuk ditindaklanjuti 

secepatnya. 

 

• Banner agen perubahan 

sudah ditindak lanjuti 

sesuai rekomendasi 

HATIWASDA 

 

 
Administrasi Perkara 
 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• -Berkas perkara sudah disimpan 

di lemari arsip perkara, namun 

arsip tersebut hanya menampung 

berkas sampai tahun 2019, 

berkas perkara tahun berikutnya 

disimpan dilemari yang tidak 

berada di ruang arsip, karena 

ruangan arsip tidak memadai 

untuk menampung lemari arsip 

tersebut. Sehingga lemari 

penyimpana arsip lainnya berada 

di ruangan lain, sehingga arsip 

• Arsip perkara telah 

disatukan dalam satu 

ruangan arsip. 

 



berkas perkara tidak berada pada 

satu ruangan;  -Ruang Arsip 

kurang terawatt, masih terdapat 

barang-barang lainnya yang 

seharusnya tidak berada di 

ruangan tersebut. 

 

REKOMENDASI 

• Menempatkan lemari arsip berkas 

perkara dalam satu ruangan 

dengan diberi pintu masuk 

 

2 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Statistik/Data perkara yang 

diterima dan diputus Pengadilan 

Agama Solok tahun 2022 belum  

diisi. 

 

REKOMENDASI 

• Pejabat terkait harus mengawasi 

pelaksanaan tugas pada bagian 

kepaniteraan; 

 

• Data statistik yang belum 

terisi yakni bulan April 

2022, telah diisi oleh 

penanggung jawab data 

statistik hingga bulan 

Juni 2022 

 

3 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Pada LIPA 13, masih terdapat 

Akta Cerai yang diterbitkan 

setelah tanggal BHTnya lebih dari 

1 minggu. Seperti perkara nomor 

59/Pdt.G/2022/PA.Slk, tanggal 

terbit 4 April 2022, BHT tanggal 

16 Maret 2022. 

 

REKOMENDASI 

• Penerbitan Akta Cerai harus 

berpedoman pada pasal 84 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, bahwa Panitera 

berkewajiban memberikan akta 

cerai sebagai surat bukti cerai 

kepada para pihak selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari 

terhitung setelah putusan 

memperoleh kekuatan hukum 

tetap (BHT). 

 

• Terhadap perkara yang 

mana para pihaknya 

berdomisili dalam wilayah 

yurisdiksi Pengadilan 

Agama Solok, Akta Cerai 

telah diterbitkan paling 

lambat satu minggu 

setelah perkara 

berkekuatan hukum 

tetap. Persoalan timbul 

ketika pemberitahuan isi 

putusan didelegasikan ke 

Pengadilan Agama lain, 

sering terkendala untuk 

memenuhi maksud Pasal 

84 UU. No. 7 Tahun 1989 

dimaksud 

 

4 Status 

SUDAH 

KONDISI 

• Pengambilan biaya panggilan oleh 

Juru Sita Pengganti  pada kasir 

• Pimpinan telah menegasi 

kembali dalam rapat 

terbatas kepaniteraan 



Target 

Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

dilakukan setelah Juru Sita 

Pengganti memanggil para pihak 

berperkara. Misalnya pada 

perkara nomor 

1/Pdt.G/2022/PA.Slk, pada 

relaas panggilan dilaksanakan 

pada taggal 5 Januari 2022, 

sementara pada jurnal keuangan 

perkara, biaya panggilan 

dikeluarkan pada tanggal 6 

Januari 2022. 

 

REKOMENDASI 

• Dalam melaksanakan tugasnya,  

Juru Sita Pengganti harus 

berpedoman kepada Standar 

Operasional Prosedur dan  

Pejabat yang terkait harus 

mengawasi, memonitor dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas  

Juru Sita Pengganti. 

 

tanggal 13 Juni 2022 

bahwa Jurusita Pengganti 

sebelum memanggil para 

pihak, harus terlebih 

dahulu mengambil uang 

di Kasir dengan 

menyerahkan instrument 

panggilan sesuai 

ketentuan Buku II 

tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Pengadilan 

Agama; 

 

5 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Saldo ATK perkara pada tanggal 

19 Mei 2022 Rp 5.143.000,00 

(lima juta seratus empat puluh 

tiga ribu rupiah) sementara sisa 

perkara sebanyak 21 perkara, hal 

ini berarti masih banyak yang 

tidak dibelanjakan (tidak balance) 

dengan sisa perkara. yaitu sisa 

perkara = 21 perkara x 

Rp.50.000,00 = Rp1.050.000,00 

(satu juta lima puluh ribu 

rupiah); 

 

REKOMENDASI 

• Panitera harus melakukan 

pengawasan secara rutin tentang 

keuangan perkara dengan 

berpedoman kepada Perma nomor 

3 tahun 2012; 

 

• Pengelola biaya proses 

telah menindaklanjuti 

dengan melakukan 

pembelian map perkara, 

lembar minutasi dan map 

akta cerai 

 

6 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal 

Penyelesaian 

KONDISI 

• SK penggunaan biaya proses 

untuk tahun 2022 belum ada. 

 

REKOMENDASI 

• Biaya Proses perkara harus 

berpedoman kepada Perma 

• Ketua Pengadilan Agama 

Solok telah menetapkan 

keputusan mengenai 

penggunaan biaya proses 

melalui SK Ketua 

Pengadilan Agama Solok 

No. W3-



 Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Biaya Proses Perkara 

di Lingkungan Mahkamah Agung 

dan Peradilan di bawahnya; 

 

A7/610.a/HK.05/VI/2022 

tanggal 2 Juni 2022 

 

7 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Akta Cerai masih banyak yang 

belum diambil para pihak. Seperti 

dari tahun 2020 sampai dengan 

19 Mei 2022 masih banyak 

tumpukan akta cerai dalam box. 

Tetapi untuk mengetahui 

jumlahnya secara rinci tidak ada 

rekap datanya. 

 

REKOMENDASI 

• Buat inovasi untuk mendapatkan 

data yang akurat mengenai 

kondisi akta cerai; 

 

• Pengadilan Agama Solok 

telah mengembangkan 

inovasi berbasis teknologi 

informasi yang bernama 

Legalisasi Akta Cerai. 

Aplikasi ini dapat 

menampilkan data akta 

cerai yang telah diambil 

maupun yang belum 

diambil oleh para pihak. 

 

8 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• PTSP tidak dilengkapi dengan 

brosur; 

 

REKOMENDASI 

• Pelayanan PTSP harus 

berpedoman kepada SK Dirjend 

Badilag nomor 

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 

tentang Pedoman Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di lingkungan 

Peradilan Agama 

 

• Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) Pengadilan 

Agama Solok telah 

memperbanyak brosur 

informasi untuk 

memberikan kemudahan 

kepada masyarakat 

 

 
Administrasi Persidangan 

 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Perkara Nomor 

420/Pdt.G/2021/PA.Slk.  

Pada berkas tersebut 

ditemukan  1. Pada surat 

gugatan tertulis tanggal 

20 Desember 2022, 

senyatanya 20 Desember 

2021.  2. Pada PHS 

tertulis kata-kata 

Jurusita/Jurusita 

• 1. 2 untuk kedepannya 

Majelis akan 

menggunakan lembaga 

renvoi dalam setiap 

kesalahan dokumen, 

dan perintah terhadap 

para pihak berperkara 

telah disesaikan dengan 

kebutuhan sidang. 3.4 

Majelis Hakim telah 

mempertimbangkan 



Pengganti, dan ada 

perintah ............. bahwa 

kepada 

Penggugat/Pemohon 

untuk membawa bukti-

bukti .... dan  kepada 

Tergugat  dapat  

mengajukan jawaban 

secara lisan atau tertulis 

yang diajukan pada waktu 

sidang tersebut. 3. Pada 

BAS ada Bukti Surat 

berupa Akta cerai. namun 

dalam Putusan tidak 

dipertimbangkan bukti 

surat tersebut. 4. Amar 

dalam BAS dan amar 

dalam Putusan tidak 

sama. 

 

REKOMENDASI 

• 1. dan 2. Ketua Majelis 

Agar mempergunakan  

lembaga renvoi dan dalam 

hal perintah terhadap 

Pihak berperkara harus  

disesuaikan dengan 

perkara yang diajukan, 

seperti kalau dalam 

perkara Volunter (bisa 

diperintahkan kepada 

pihak untuk membawa 

bukti-bukti) ataupun 

terhadap perkara yang 

pihak lawan tidak 

diketahui alamatnya 

(ghaib), dalam hal itu ada 

estimasi yang meyakinkan 

bahwa  

Tergugat/Termohon 

kemungkinan tidak hadir, 

untuk mengantisipasi 

perkara akan diputus 

dengan verstek.  3. Agar 

Majelis Hakim dalam 

membuat putusan harus 

lebih cermat dan teliti 

dengan 

mempertimbangkan 

seluruh alat bukti yang 

diajukan, sehingga 

menghasilkan putusan 

seluruh alat bukti yang 

diajukan sesuai 

rekomendasi, begitu 

pula PP dan Ketua 

Majelis yang 

menandatangani BAS 

sudah lebih teliti dan 

cermat sebelum 

menadatangani BAS 

 



yang berkwalitas. 4. Ketua 

Majelis dan Panitera 

Pengganti yang 

menandatangani BAS 

harus teliti dan cermat. 

 

2 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Perkara Nomor 

1/Pdt.G/2022/PA. Slk.  1. 

Ditemukan pada PMH 

perkara tersebut seperti 

PMH perkara pada 

umumnya, sementara 

perkara tersebut di atas 

diajukan secara 

elektronik.  2. Penggugat 

dalam posita dan 

petitumnya meminta  hak 

asuh atas 3 orang anak 

Penggugat dan Tergugat  

namun tidak ada satupun 

bukti  yang dapat  

menguatkan gugatan 

tersebut. 3. Bukti saksi 

yang diajukan adalah 

anak kandung. 

 

REKOMENDASI 

• 1. Segera untuk 

disosialisasikan dan 

dibuat blanko PMH E 

Court sesuai dengan 

Surat Keputusan Dirjen 

Badilag. 2. Pedomani 

ketentuan tentang 

pembuktian. 3. untuk 

dijadikan pedoman dalam 

pemeriksaan terhadap 

anak. 

 

• 1. PMH telah 

disesuaikan dengan 

blangko E-Court yang 

terdapat dalam surat 

edaran Dirjen Badilag. 

2. untuk perkara 

selanjutnya dalam 

proses pembuktian 

sudah dilakukan 

dengan menggali 

keterangan saksi sesuai 

dengan kebutuhan 

perisdangan 3. saksi 

anak kandung yang 

diajukan adalah anak 

kandung dari 

pernikahan pertama 

Penguggat, bukan anak 

kandung dari 

pernikahan Penggugat 

dengan Tergugat; 

 

3 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Perkara Nomor 

65/Pdt.G/2022/PA. Slk.  

1. Dalam laporan Mediasi, 

Mediator menyatakan 

mediasi berhasil sebagian, 

diantaranya nafkah 

iddah, uang mut'ah dan 

hadhonah serta nafkah 

anak dan selanjutnya  

dalam Amar Putusan 

• 1. untuk amar putusan 

dalam perkara 

selanjutnya sudah 

disesuaikan, 

kesepakatan tersebut 

dipertimbangkan 

kembali dan dimuat 

dalam amar putusan; 2. 

dalam BAS Ikrar talak 

selanjutnya telah 

dijelaskan apakah 



Nomor 3. tertulis 

Menghukum Pemohon 

dan Termohon untuk 

melaksanakan isi 

Kesepakatan damai yang 

telah ditandatangani pada 

tanggal 23 Februari 

2022.. seharusnya 

terperinci. 2. Dalam BAS 

Ikrar Talak tidak ada 

kalimat yang menyatakan 

bahwa Pemohon telah 

membayar akibat cerai.... 

 

REKOMENDASI 

• 1. untuk  Amar yang tepat 

dalam putusan tersebut 

di atas adalah. 

Menghukum Pemohon 

dan Termohon untuk 

melaksaksanakan isi 

kesepakatan yaitu.   1.  2.   

3..  (dan kalau 

kesepakatan itu masih 

belum sempurna, harus 

disempurnakan, contoh 

nafkah anak kedepan ada 

kenaikan persentasi. dan 

hal tersebut tidak 

dianggap ultra petita. dan 

tentunya dalam 

pertimbangan harus 

dibuat juga. 2. Untuk 

dituangkan dalam BAS 

tentang pelaksanaan 

pembayaran khusus 

akibat cerai.  2. Dalam 

BAS Ikrar.  dibuat  

pernyataan kondisi yang 

sebenarnya  tentang 

pembayaran akibat cerai, 

apakah sudah dibayar 

atau tidak dibayar karena 

isteri rela tidak dibayar  

dan bisa juga dibuat 

dalam bentuk kwitansi. 

yang penting bisa 

dijadikan sebagai bukti 

apabila pihak berperkara 

nantinya 

mempermasalahkan 

dikemudian hari. 

pihak tersebut 

melaksanakan 

kewajibannya atau 

tidak sesuai 

rekomendasi 

 



 

 
Administrasi Umum 

 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• PSP belum dilakukan 

terhadap BMN yang 

sudah diperoleh dan 

tercatat di aplkasi SIMAK, 

terakhir dilakukan di 

tahun 2016 

 

REKOMENDASI 

• agar segera melalukan 

penetapan status melalui 

aplikasi SIMAN 

 

• PA Solok telah 

melaksanakan PSP 

 

2 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• LPJ tidak ada verivikasi 

kppn 

 

REKOMENDASI 

• Agar ditanyakan kembali 

ke kppn apakah memang 

tidak ada verivikasi dari 

KPPN , apa ada update 

peraturan yang baru 

untuk menghilangkan 

aturan verivikasi tersebut. 

 

• LPJ Bendahara PA 

Solok telah di verifikasi 

oleh KPPN 

 

3 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Aplikasi Persediaan baik 

pembelian dan 

pengeluran di DIPA 01 

dan 04 untuk tahun  

2022 belum diinput di 

aplikasi. Begitu juga 

dengan DBR (Daftar 

Barang Ruangan) di 

aplikasi SIMAK juga 

belum di update 

 

 

REKOMENDASI 

• Agar tetap diijnput dulu 

kwitansi dan barang habis 

• PA Solok telah 

menginput persediaan 

pada aplikasi dan juga 

telah melakukan 

update DBR di aplikasi 

SIMAK BMN 

 



pakai baik pada aplikasi 

persediaan 01 dan 04 

serta update data DBR 

per ruangan di aplikasi 

SIMAK, sampai ada Surat 

Keputusan pemakaian  

aplikasi SAKTI utk 

persediaan ataupun 

simak 

 

4 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Kwintansi dan dokumen 

pembayaran pajak BA 

1718 BP motor  tidak ada 

data dukung berupa bukti 

Pembayaran STNK. 

 

REKOMENDASI 

• Agar Bendahara segera 

melengkapi dokumen 

Bukti Pembayaran STNK 

 

• Kwintansi dan 

dokumen pembayaran 

pajak BA 1718 BP 

motor telah dilengkapi 

data dukung berupa 

bukti Pembayaran 

STNK. 

 

5 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Laporan penilaian PPNPN 

akhir tahun tidak ada dan 

Perjanjian Kerja belum 

sesuai format dengan 

peraturan sekma yang 

baru. 

 

REKOMENDASI 

• Agar nanti di akhir tahun 

oleh Tim yang dibentuk 

KPA dibuat rekap 

Penilaian akhir tahun dan 

dirubah lagi Perjanjian 

Kerja PPNPN untuk tahun 

2022 

 

• PA Solok sudah 

melakukan Penilaian 

Kinerja kepada PPNPN 

di akhir tahun 2021 

dan PA Solok telah 

menyesuaikan 

Perjanjian Kerja PPNPN 

dengan peraturan 

SEKMA terbaru 

 

6 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Perjanjian kinerja tiap 

bulan tidak di review oleh 

masing masing pegawai 

dan tidak dilampirkan di 

PKP tiap bulannya 

 

REKOMENDASI 

• agar segera dilengkapi 

oleh masing masing 

• PA Solok sudah 

melampirkan reviu dan 

masing-masing pegawai 

telah melampirkannya 

kemudian 

menyerahkan kepada 

kasubag Kepegawaian 

 



atasan pada setiap 

bawahannya untuk 

setelah itu di serahkan 

kepada Kasubag 

Kepegawaian setiap 

bulannya 

 

7 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Standar Operasional 

Prosedur (SOP)untuk 

tahun 2022 belum di 

review sementara 

perubahan prosedur 

pekerjaan di bagian 

keuangan dan 

perencanaan dengan 

adanya aplikasi SAKTI 

tentu ada perubahan SOP 

nya. 

 

REKOMENDASI 

• agar bagian terkait yang 

sudah memakai aplikasi 

SAKTI dalam pekerjaan 

nya membuat kembali 

SOP nya 

 

• PA Solok telah 

melaksanakan reviu 

SOP 

 

 
Kinerja Pelayanan 
 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-18 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Kebersihan dan kerapian 

ruangan serta penataan 

bunga bunga sebagian 

masih kurang rapi dan 

tidak tertata dengan baik,  

ditemukan 

keranjang/tempat 

sampah yang sudah 

penuh, ada ditemukan 

sisa sisa kertas didekat 

meja kerja. 

 

REKOMENDASI 

• Agar masalah kebersihan, 

kerapian dan keindahan 

ruangan dan penataan 

bunga-bunga  

• Kebersihan, kerapian 

dan keindahan seluruh 

lini di Pengadilan 

Agama Solok sudah 

menampilkan wajah 

ASRI 

 



diperhatikan dan 

ditingkatkan, pimpinan 

dan seluruh pegawai 

tanpa terkecuali harus 

merasa memilki kantor 

sepenuhnya dengan cara 

sering gotong royong 

sehingga nantinya 

menampilkan wajah 

kantor yang menarik, 

tertib dan ASRI (Apik, 

Sejuk, Rindang dan 

Indah). 

 

 
 

Ketua, 

 
 
 
 
ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag. 

197710282003122006 











Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)

 Fotokopi KTP Calon Orang Tua Anak

(Suami & Istri) 

Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Anak

& Calon Orang Tua Anak

 Fotokopi Buku Nikah Orang Tua Anak &

Calon Orang Tua Anak 

Fotokopi Akta Kelahiran Anak

Akta Kematian Orang Tua Anak (Jika

Sudah Meninggal)

Surat Izin dari Dinas Sosial (BP3A)

 Slip Gaji Pemohon  (Jika PNS) / Surat

Keterangan Penghasilan (Jika Non PNS).

 Surat Keterangan Tidak Mampu Orang

Tua Anak (Jika Kurang Mampu) 

Surat Keterangan Penyerahan Anak dari

Orang Tua Anak

 Surat Keterangan Penerimaan Anak dari

Calon Orang Tua Anak

 Surat Persetujuan Kedua Orang Tua

Anak

 Surat Keterangan Tidak Melakukan

Kekerasan

Surat Keterangan Sehat / SKCK Orang

Tua Anak.

 Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PENGADILAN
AGAMA
SOLOK

 http://www.pa-solok.go.id/
 https://ptsp.pa-solok.go.id/

Kunjungi Website Resmi Kami :

Surat Permohonan Sesuai

Jumlah Pihak Rangkap 8

(Delapan)

 KTP Penggugat

 Buku Nikah Pewaris

 Kartu Keluarga Pewaris

 Akta Kelahiran Penggugat

 Akta Kematian Pewaris

 Surat Keterangan Ahli Waris

 Bukti Harta Waris

 Surat Keterangan Silsilah

Keluarga dari Kelurahan / Ranji

Keluarga

 Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MENGAJUKAN
GUGATAN WARIS

BROSUR
PERSYARATAN
BERPERKARA

Hubungi Kami :

PENGANGKATAN
ANAK

Surat Permohonan Sesuai Jumlah

Pihak Rangkap 8 (Delapan)

 Fotokopi KTP Penggugat

 Fotokopi Akta Cerai

 Daftar Harta Bersama Beserta

Bukti

Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

HARTA BERSAMA



PERMOHONAN
PERUBAHAN IDENTITAS

Surat Permohonan Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi KTP Pemohon /Para

Pemohon 

 Fotokopi Kartu Keluarga

 Fotokopi Buku Nikah

 Surat Keterangan dari Kelurahan

Terkait Identitas yang sama

 Surat Keterangan dari KUA

tentang Nama yang Bersangkutan 

 Fotokopi Ijazah yang

Bersangkutan dan Akta Kelahiran

Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Surat Permohonan Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi KTP Pemohon (Calon

Istri Pertama) 

 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon

Fotokopi Buku Nikah Pemohon

Surat Keterangan Status Calon Istri

dari Kelurahan (Jika Janda

Melampirkan Surat Cerai / Surat

Kematian)

Surat Pernyataan Berlaku Adil dari

Pemohon

 Surat Pernyataan Bersedia

Dimadu dari Pemohon

 Surat Pernyataan Tidak Keberatan

Dimadu dari Istri Kedua

 Surat Keterangan Pemisahan

Harta Kekayaan

 Daftar Harta Gono Gini Bersama  

 Surat Keterangan Penghasilan

Pemohon

 Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PERMOHONAN
IZIN POLIGAMI

WALI ADHAL
 Surat Permohonan Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi KTP Pemohon

 Kartu Keluarga Pemohon

 Akta Kelahiran Pemohon

 Surat Penolakan dari KUA

 Akta Kematian Ayah (Jika Sudah

Meninggal)

 Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERMOHONAN
ASAL USUL ANAK

Surat Permohonan Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi KTP Pemohon / Para

Pemohon

  Fotokopi Kartu Keluarga

Pemohon 

 Buku Nikah Pemohon

 Surat Keterangan Lahir Anak  dari

Lurah Setempat

Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Surat Permohonan  Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi Buku Nikah Pemohon

 Fotokopi KTP Pemohon

 Menikah Karena Keterpaksaan

dalam Jangka Waktu 6 Bulan dan

Belum Berhubungan Suami Istri

 Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

PEMBATALAN
PERKAWINAN



PENGADILAN
AGAMA
SOLOK

 http://www.pa-solok.go.id/
 https://ptsp.pa-solok.go.id/

Kunjungi Website Resmi Kami :

Surat Permohonan  Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi KTP Pemohon /

Penggugat

 Buku Nikah Asli dan Fotokopi

 Surat Izin Atasan (Jika PNS)

 Kartu Keluarga (Khusus

Berdomisili Kota Solok) 

 Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CERAI GUGAT /
CERAI TALAK

BROSUR
PERSYARATAN
BERPERKARA

DISPENSASI KAWIN

Surat Permohonan Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi KTP Orang Tua / Wali

KTP / Akta Kelahiran Calon Suami

& Anak

 Kartu Keluarga Anak.

 Ijazah Anak & Calon Suami (Jika

Ada)

 Surat Penolakan dari KUA (Khusus

Domisili Kabupaten Solok)

 Surat Izin dari Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (BP3A) (Khusus

Domisili Kota Solok)

 Buku Nikah Orang Tua

 Surat Keterangan Meninggal

Dunia Orang Tua (Jika Orang Tua

Meninggal Dunia)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

    8.  Membayar Panjar Biaya Perkara

Hubungi Kami :Surat Permohonan  Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi KTP Pemohon 

 Akta Cerai Pemohon

 Akta Kelahiran Anak

1.

2.

3.

4.

    *  Hadhanah diajukan sesuai  

         domisili anak 

HADHANAH



PERWALIAN

Surat Permohonan Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi KTP Pemohon

 Akta Kelahiran Anak

 Kartu Keluarga Anak

 Buku Nikah Orang Tua Anak /

Akta Cerai

 Surat Keterangan Meninggal

Dunia Orang Tua (Jika Orang Tua

Sudah Meninggal)

 Pencabutan Perwalian Orang Tua

Anak (Jika Orang Tua Masih Ada ) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

       - Surat Keterangan Bersedia

          Menjadi Wali

       - Surat Keterangan Tidak  

         Akan Melakukan Kekerasan 

       - Surat Izin Menjadi Wali dari

          Suami / Istri

       - Surat Persetujuan Orang Tua      

         Anak

    8.  Membayar Panjar Biaya Perkara

PERMOHONAN
ISBAT NIKAH

Surat Permohonan Isbat Nikah

Rangkap 8 (Delapan)

 Fotokopi KTP/Surat Keterangan

Domisili Suami & Istri

 Fotokopi Surat Keterangan

Menikah

Kartu Keluarga (Jika Sudah Ada)

 Fotokopi Surat Kematian Suami /

Istri (Bagi Pemohon yang

meninggal)

Akta Cerai (Bagi yang Pernah

Menikah) 

Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PENETAPAN AHLI
WARIS

Surat Permohonan Rangkap 8

(Delapan)

 Fotokopi KTP Pemohon / Ahli

Waris

 Buku Nikah Pewaris & Ahli

Waris

Kartu Keluarga Pewaris & Ahli

Waris

Akta Kematian Orang Tua

Pewaris

Surat Keterangan / Silsilah Ahli

Waris dari Kelurahan / Ranji

Keluarga

 Membayar Panjar Biaya Perkara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.













TANGGAPAN TINDAK LANJUT 

Terhadap perkara yang mana para pihaknya berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Solok, Akta Cerai telah diterbitkan paling lambat satu minggu setelah perkara berkekuatan 

hukum tetap. Persoalan timbul ketika pemberitahuan isi putusan didelegasikan ke Pengadilan 

Agama lain, sering terkendala untuk memenuhi maksud Pasal 84 UU. No. 7 Tahun 1989 dimaksud. 



TANGGAPAN TINDAK LANJUT 

Pengelola biaya proses telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembelian map perkara, lembar 

minutasi dan map akta cerai 
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P U T U S A N
Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayu Asari binti Tamar, tempat dan tanggal lahir di Sibarambang, 13

November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pakarohan,

Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten

Solok, sebagai Penggugat;

melawan

Nasrijal bin Nasyaraf, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Balik, 05

April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat kediaman di Jorong Hilir, Nagari Tanjung Balit,

Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19

Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada

tanggal 23 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Slk,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin yang bekerja sebagai Ibu

Rumah Tangga dan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua

Penggugat, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya gugatan
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ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:

140/284/NSBR-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sibarambang,

Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, tanggal 19 Mei 2022;

2. Bahwa berdasarkan dalil di atas Penggugat tidak mampu membayar

perkara ini, oleh karena itu, Penggugat mohon diizinkan berpekara

secara Prodeo/Cuma-Cuma;

3. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

pada tanggal 16 Juli 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X

Koto Diatas, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

0088/08/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat

yang beralamat di Jorong Pakarohan, Nagari Sibarambang, Kecamatan X

Koto Diatas, Kabupaten Solok, sampai berpisah;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama, Regina Syakira, lahir

tanggal 26 Mei 2019;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah dan sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak

pertengahan tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada

bulan April 2022;

8. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus karena :

8.1Tergugat tidak bertanggugat jawab dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari, sehingga untuk mencukupinya orang tua Penggugat yang

membantu;

8.2Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat

selaku isteri sah Tergugat, seperti uang hasil usahanya disimpan
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sama tengga, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan

tetangga itu sendiri;

8.3Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti,

meninju paha Penggugat, mencekik Penggugat, dan bahkan pernah

menampar anak Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan

April 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 Minggu, Tergugat

pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan pulang kerumah

orangtua Tergugat di Jorong Hilir, Nagari Tanjung Balit, Kecamatan X

Koto Diatas, Kabupaten Solok dan tidak pernah Kembali sampai

sekarang;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah

atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas,maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup

rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

denganTergugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan

Penggugat, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih

sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak

tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nasrijal bin Nasyaraf)
terhadap Penggugat (Ayu Asari binti Tamar);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas anak yang

bernama Regina Syakira, lahir tanggal 26 Mei 2019 dengan tetap

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak

tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(exaequoet bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yani

Arfianti Siregar, S.H.) tanggal 07 Juni 2022, ternyata mediasi telah berhasil

terhadap sebagian tuntutan hukum yaitu terjadi kesepakatan antara

Penggugat dan Tergugat bahwa hak asuh anak yang bernama Regina

Syakira, lahir tanggal 26 Mei 2019 diserahkan kepada Penggugat dengan

tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan

mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Bahwa meskipun mediasi telah berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun

membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan

membantah sebagian, adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai

berikut;
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 Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat sebagai

petani, Tergugat tidak mengetahui kalau orang tua Penggugat juga

memberikan belanja kepada Penggugat;

 Benar kalau Tergugat tidak jujur dan menyimpan uang ke tetangga, tapi

simpanan tersebut akan digunakan sebagai tabungan jika terjadi hal-hal

lain yang membutuhkan uang seperti sakit, karena kalau disimpan sendiri

uang tersebut sering terpakai;

 Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, hanya

memukul paha Penggugat sedikit, tidak pernah mencekik, tapi kepada

anak memang pernah namun hanya untuk mendidik anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap

pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat
Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0088/08/VII/2018, tanggal

16 Juli 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan X Koto Diatas,

Kabupaten Solok bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi
1. Bujang Malin bin Caro, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nagari Sibarambang,

Kecamatan X Kotto Diatas Kabupaten Solok, di bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah

Paman Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun

dan harmonis namun 4 (empat) bulan terakhir rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur

dalam masalah keuangan, misalnya Tergugat mendapat uang dari

hasil bekerja, namun tidak semuanya diberikan kepada Penggugat,

Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat

dengan hampir mencekek Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

lebih kurang 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan

upaya damai, namun tidak berhasil;

2. Rusman bin Rais, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nagari Sibarambang,

Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah

tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun

dan harmonis namun beberapa bulan terakhir rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur

dalam masalah keuangan, tidak semua uang dari hasil bekerja

Tergugat diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah

melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

2 (dua) bulan lebih;
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- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan

upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan

Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat

membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah

mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang bernama Alisar bin
Leman, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat tinggal di Jorong Batu Balirik, Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X

Koto Diatas Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah

kakek Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun

dan harmonis namun beberapa bulan terakhir rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga)

bulan;

- Bahwa pihak keluarga belum melakukan upaya untuk memperbaiki

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak

mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut telah berhasil sebagian, namun dalam gugatan pokok yaitu

perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam gugatan

pokok tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup

untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sejak bulan April 2022 karenasering terjadi perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak ada

harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat

mengakui telah sering terjadi perselishan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat, namun penyebab perselisihan tersebut dibantah

oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah megajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
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sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2018,

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari

keluarga dekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian

satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi

tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil memenuhi

persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172

R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti

yang sah di persidangan sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat

juga telah mengajukan satu orang saksi dari keluarga dekat Tergugat, saksi

tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tersebut belum

memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1905

KUHPerdata bahwa keterangan satu orang saksi tidak dapat dipercaya, oleh

karenanya Majelis Menilai bahwa keterangan saksi tersebut harus
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dikesampingkan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tida dapat

membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat,

bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan

fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah

Nomor 0088/08/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto

Diatas, Kabupaten Solok, atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari

pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu

orang anak;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat

tidak jujur dalam masalah keuangan, tidak semua uang dari hasil bekerja

Tergugat diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah

melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2

(dua) bulan lebih;

 Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan

upaya damai, namun tidak berhasil;

 Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat

prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat

bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare

tweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah

rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)

dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
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Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan

dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka

dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung

abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang

menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada

keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika

Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang

menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis

berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan

sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

يزال الضرر
Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah

syar’iyyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذ

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah
sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak
suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada

hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab

perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta

orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima

untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan

demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah

memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2

(dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan

2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan

Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan

terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali

suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian

tersebut ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal

155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat

wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan

pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak

dengan alasan karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah

umur, maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar

Hak Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat.
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Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat

penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam

menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan

pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang

ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam

pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh

karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan

terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus

terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap

mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya

semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau

salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa

pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya

perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur

12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu

(Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12

tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “ Barang siapa

memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan

memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR.

Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha‟ dalam kitab Bajuri juz II

halaman 195 yang artinya:“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan

isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu,

isterinya lebih berhak untuk memeliharanya“;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan, ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan damai antyara

Penguggat dan Tergugat bahwa hak asuh anak diserahkan kepada

Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses

kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih

sayangnya kepada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak

bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka

kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat oleh

karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Penguggat

dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan

menyatakan bahwa hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat

sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada ditangan

Penggugat, namun demi kepentingan terbaik anak, Penggugat harus

memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan

mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan Pengugat tidak

diperkenankan untuk membatasi apalagi menghalangi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3 yang

intinya Penggugat bermohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada negara, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 9 (5) vide Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Layanan Pembebasan

Biaya Perkara atas nama Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara

ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Pengadilan Agama Solok Tahun 2022 yang besarnya akan

disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nasrijal bin Nasyaraf)
terhadap Penggugat (Ayu Asari binti Tamar);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang

bernama Regina Syakira, perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2019 dengan
tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

anak-anak tersebut;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui

DIPA Pengadilan Agama Solok tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Solok pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan

dengan tanggal 15 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ilham Al

Firdaus Lubis, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.

Ketua Majelis,

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I.
Perincian biaya: 0
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BERITA ACARA SIDANG 

Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Slk 

Sidang Ikrar Talak 

Persidangan Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang 

Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 27 

April 2022 dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: 

Mawardi bin Lii, tempat tanggal lahir di Alahan Panjang, 7 Januari 1979, NIK 

13720220701790001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan 

Wirausaha, tempat tinggal di Jl. Destamar IV, Komplek Villa 

Damar, RT/RW. 003/006, Keluarahan Kampung Jawa, 

Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sebagai Pemohon; 

melawan 

Rafita binti Kamaruddin, tempat tanggal lahir di Batu Bajanjang, 05 November 

1979, NIK 1372024511790001, agama Islam, pendidikan S1, 

pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Katapiang, Jorong 

Subarang Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, 

Kabupaten Solok, sebagai Termohon; 

Susunan majelis yang bersidang: 

1.  Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis; 

2.  Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn. sebagai Hakim Anggota; 

3.  Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota; 

- Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti; 

 
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke 

persidangan; 

Pemohon datang menghadap di persidangan; 

Termohon datang menghadap di persidangan; 
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Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan 

Pemohon bahwa Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Slk tanggal 01 April 2022 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap 

pada pendiriannya semula dan memohon agar dalam persidangan ini tetap 

dilakukan pengucapan ikrar talak;  

Selanjutnya Pemohon menyerahkan kewajibanya sesuai kesepakatan 

yang tertuang dalam putusan yaitu memberikan nafkah iddah sejumlah 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon; 

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan dalam 

keadaan suci; 

Kemudian atas izin dari Majelis Pemohon mengucapkan ikrar talak 

sebagai berikut: 

"Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 27 April 2022, saya 

Mawardi bin Lii menjatuhkan talak satu raj’i terhadap istri saya, Rafita binti 

Kamaruddin"; 

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua 

Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  

M E N ET A P K A N 

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (Mawardi bin Lii) dan Termohon (Rafita 

binti Kamaruddin) putus karena perceraian; 

2. Membebankan biaya penetapan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00   

(seratus lima puluh ribu rupiah); 

Setelah pengucapan ikrar talak, Ketua Majelis menyatakan sidang 

ditutup. 

Demikianlah dibuat berita acara sidang ini yang ditandatangani oleh 

Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. 

Panitera Pengganti, Ketua Majelis, 

 
 

 

 

Fadila Rusyda, S.H.I. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. 
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P U T U S A N 

Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Slk 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Wira Siska Wati binti Busnar, tempat dan tanggal lahir di Saning Bakar, 

12 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, tempat tinggal di di Jorong Balai Panjang, 

Nagari Saniang Baka, kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten 

Solok, sebagai Penggugat; 

melawan 

Gustian bin Jamahir, tempat dan tanggal lahir di Saningbakar, 07 

Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Pedagang, tempat tinggal di di Jorong Balai Panjang, Nagari 

Saniang Baka, kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, 

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 

Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan 

register perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Slk, mengemukakan dalil-dalil 

sebagai berikut: 

1.  Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 

tanggal 2 Maret 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto 
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Singkarak Kabupaten Solok dengan Kutipan Nikah Nomor: 408/14/III/2000 

tanggal 4 Maret 2000;   

2.  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya 

bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat dengan tergugat di 

Kota Sumedang, provinsi Jawa Barat selama 5 tahun, kemudian Penggugat 

dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di Jorong Balai 

Panjang, Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten 

Solok, sampai kemudian berpisah;   

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama:  

 3.1 Gionola Gustian , lahir tanggal 6 Agustus 2001;   

 3.2 Alfan Fadil, lahir tanggal 20 September 2000;   

 3.3 M. Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009;   

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tahun 2009;  

5.  Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada 

sekitar tahun 2013;  

6.  Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat 

dengan Tergugat adalahTergugat malas dalam bekerja sehingga Tergugat 

kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama 

Penggugat dengan Tergugat;  

7.  Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus 

tersebut, akhirnya semenjak bulan Agustus  2013 hingga sekarang selama 

lebih kurang 9 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama 

yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat di Jorong Balai Panjang, Nagari Saniang Baka, 

kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dan Tergugat sekarang 

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Balai Panjang, Nagari 

Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok ;  
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8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9 

tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana 

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan 

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;  

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berupaya mengatasi masalah 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau 

berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;  

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa 

rumah tangga antara  Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan 

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun 

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;  

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gionola Gustian, 

Alfan Fadil, dan M. Abil Arya Wiguna, penggugat mohon agar anak 

tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan 

Penggugat;   

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya 

pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan 

dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta 

rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk 

memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui 

Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua 

puluh) persen setiap tahunnya   

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut: 

Primer: 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2.  Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Gustian bin Jamahir) 

terhadap Penggugat (Wira Siska Wati binti Busnar);   
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3.  Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang 

bernama: 

 3.1 Gionola Gustian , lahir tanggal 6 Agustus 2001;  

 3.2 Alfan Fadil, lahir tanggal 20 September 2000;  

 3.3 Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009 

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 

anak tersebut 

4.  Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 

anak sebagaimana tersebut pada diktum 12 (dua belas) diatas sejumlah 

3.000.000 (tiga juta rupiah)  setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat 

terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua 

puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;  

5.  Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono) 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah  

menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan 

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya 

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan 

jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan 

keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha 

damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak 

pernah datang menghadap ke persidangan; 

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan 

perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat 

gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat 
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dan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan Penggugat tentang nafkah anak 

sebagaimana pada petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat; 

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar 

jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 

I. Bukti Surat  

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/14/III/2000 Tanggal 04 Maret 2000 

atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten 

Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis 

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda 

P dan diparaf; 

II. Bukti Saksi 

1. Sosta Joni bin Zainal, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Perumahan Jala Laing RT/RW 

03/02 Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah 

Paman Penggugat; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 

pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 

Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfan Fadil, lahir 

tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 

Juli 2009; 

− Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada 

Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja dan untuk 
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memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja 

mencari nafkah; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 

10 (sepuluh) tahun; 

− Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan 

perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil; 

− Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh 

oleh Penggugat; 

− Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan 

sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan 

mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama 

Penggugat; 

2. Elvi Lendra bin Edi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Labuah 

Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, di 

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah 

Paman Penggugat; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 

pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 

Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfan Fadil, lahir 

tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 

Juli 2009; 

− Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang bbertanggung jawab 

dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 

10 (sepuluh) tahun; 
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− Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan 

perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil; 

− Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh 

oleh Penggugat; 

− Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan 

sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan 

mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama 

Penggugat; 

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak 

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya 

mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal 

yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu 

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 

penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut 

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam 

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara 

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang 

secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak 

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran 

Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without 

reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak 

hadir dan perkara a quo  dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka 

Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar 

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan 

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat 

tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat 

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), 

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai 

pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan 

mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam 

perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan 

alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di 

persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal 

Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak 

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui 

dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, 

namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat 
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dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang 

dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen); 

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat 

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi: 

 

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, 
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan 
gugurlah haknya. 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka 

Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah 

termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan 

alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf 

(f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur 

sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan 

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk 

rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang 

perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan 

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai 

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 

April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan 

Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat 

diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil 

posita dan petitum gugatannya; 
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Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah 

syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil 

alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:  

 

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak 
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti. 

 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana 

dalam duduk perkaranya di atas; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat 

tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu 

akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah 

di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil 

dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan 

karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan 

dengan dalil gugatan Penggugat;  

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 

408/14/III/2000 Tanggal 04 Maret 2000) merupakan akta otentik yang berdaya 

bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat 

telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan X 

Koto Singkarak Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 

R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan 

Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak 

dalam perkara ini (persona standi in judicio), karenanya Penggugat mempunyai 

kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan 

Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka 
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Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga 

dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut; 

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang 

saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat 

yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi 

persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuanPasal 171-172 R.Bg  

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan 

kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 

175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah 

di persidangan; 

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi 

Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang 

saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan 

saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling 

bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang 

dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 

307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:  

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 

tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Gionola Gustian, 

lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfan Fadil, lahir tanggal 20 September 2000, 

dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009; 

− Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan 

harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang 

bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena 

Tergugat malas dalam bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga Penggugat yang bekerja mencari nafkah; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 

(sepuluh) tahun; 

− Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan 

perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil; 
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− Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh 

Penggugat; 

− Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat 

baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak 

sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat; 

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi 

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan 

dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai 

berikut: 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta 

Nikah Nomor 408/14/III/2000 Tanggal 04 Maret 2000 dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten 

Solok dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 

tiga orang anak yaitu Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfan 

Fadil, lahir tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 

1 Juli 2009; 

− Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi 

pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan 

nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja dan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja mencari 

nafkah; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 

(sepuluh) tahun; 

− Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan 

perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil; 

− Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat 

prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga; 

− Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh 

Penggugat; 
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− Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat 

baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak 

sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat 

bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf  f Kompilasi Hukum Islam 

tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu  

saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut 

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk 

dipertahankan lagi; 

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini 

Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 

K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa 

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya 

perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah 

telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya 

hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah 

tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; 

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis 

berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari 

kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat 

kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap 

dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana 

kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut: 

   يزال الضرر
 
Artinya:   Kemudharatan harus disingkirkan. 
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Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah 

dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai 

pendapat Majelis sebagai berikut:  

  طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذ

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian 
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan 
talak satu. 

 
Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada 

hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini 

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak 

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan 

pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang 

dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk 

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan 

Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian 

alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi 

maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis 

berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) 

dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 

(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian 

pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat 

adalah talak satu ba’in sughra; 
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Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka 

bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci 

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut 

ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155  

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib 

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, 

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak 

dengan alasan karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, 

maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar Hak 

Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat. 

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat 

penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan 

pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang 

dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada; 

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam 

pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh 

karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik 

anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus 

terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai 

kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi 

kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu 

orangtuanya (Penggugat dan Tergugat); 
 

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa 

pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: 
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pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan 

untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis 

Rasulullah SAW. yang artinya: “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu 

dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – 

kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat 

Fuqoha‟ dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya:“Apabila seorang 

laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya 

dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya“; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, terbukti bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan 

membesarkan anak dengan baik, disamping itu Penggugat berkelakuan baik dan 

tidak pernah terlibat dengan perbuatan kriminal; 
 

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

maka Majelis berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik anak dan masa 

depannya, maka hak asuh anak sudah sepatutnya berada di tangan Penggugat 

sebagai ibu Kandung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 

(tiga) harus dikabulkan; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan 

azas lex spesialis drogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara 

ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum 

dalam diktum amar putusan ini; 

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syara yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I  

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Gustian bin Jamahir) 

terhadap Penggugat (Wira Siska Wati binti Busnar);  

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang 

bernama : 

4.1 Alfan Fadil, lahir tanggal 06 Agustus 2000; 

4.2 Gionola Gustian, lahir tanggal 06 Agustus 2001; 

4.3 M. Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 06 Agustus 2001; 

dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 

anak tersebut;  

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).   

 

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Solok pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 7 Dzulqaedah 1443 Hijriah oleh Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua 

Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, 

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan 

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta 

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosmedi, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota Ketua Majelis, 

Ttd 

 

ttd 

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. 

  

ttd  

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.  

 Panitera Pengganti, 

 ttd 

 

 Yosmedi, S.H. 

Rincian biaya: 
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1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00 

2. Biaya Proses : Rp50.000,00 

3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan  Rp20.000,00 

4. Biaya Panggilan : Rp180.000,00 

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00 

6. Biaya Meterai : Rp10.000,00 

JUMLAH : Rp300.000,00 

 (tiga ratus ribu rupiah) 
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PENGADILAN AGAMA SOLOK

Menimbang

Mengingat

M enetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK 
NOMOR : W3-A7/  $94 /H K .05 /5 /2022

TENTANG
SUSUNAN MAJELIS HAKIM EKONOMI SYARI’AH 

PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

a  Bahwa berdasarkan Pasal 11 U ndang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman m enentukan adanya Penetapan Penunjukan Majelis 
Hakim un tu k  m enangani perkara;

b Bahwa disam ping Susunan  Majelis Hakim tersebut, perlu pula  ditetapkan 
S usunan  Majelis Hakim Ekonomi Syari’ah  pada Pengadilan Agama Solok;

1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua a ta s  Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang M ahkamah Agung;
3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua a ta s  Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4 Peraturan M ahkam ah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5 Peraturan M ahkam ah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah;
5. Peraturan M ahkam ah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertam a dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 
Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG SUSUNAN MAJELIS 
HAKIM EKONOMI SYARI’AH PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

M enetapkan Susunan  Majelis Hakim Ekonomi Syari’ah  pada Pengadilan Agama Solok 
sebagaim ana tersebut dalam  lam piran Surat Keputusan ini;
Tugas Majelis Hakim Ekonomi Syari’ah  adalah mem eriksa, m em utus dan 
m enyelesaikan perkara ekonomi syari’ah pada Pengadilan Agama Solok;
K eputusan ini m ulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahw a 
apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam  keputusan  ini akan diadakan 
perbaikan sebagaim ana m estinya

Tem busan disam paikan k e p a d a ;
Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

INTI,



Lampiran Surat K eputusan Ketua Pengadilan Agama Solok 
Nomor : W3-A7/ W  /H K .05/5 /2022
Tanggal : v> Mei 2022
Tentang : Susunan  Majelis Hakim Ekonomi Syari’ah pada Pengadilan Agama

Solok

No Kode Hakim Majelis Hakim Kedudukan
Dalam
Majelis

Kode Panitera 
/  Panitera 
Penganti

Panitera Pengganti

1 A ZulfaYenti, S.Ag.,M.Ag Ketua D Yosmedi, S.H

B Zulkifli Firdaus, S.H.I Anggota

C .l Yani Arfianti Siregar, 
S.H.,M.Kn

Anggota
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